KABUPATIEN BULISLISNG
KIEPUTUSAN PERDBIEKIL BANY USR]
NOMOR 25 TAHUN 2024
TIENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RIENCANA KIEIJA PEMIEIINTA DIV WA
TAHUN 2025

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran  dan ketertiban — pelaksanasn

Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyusecri Tahun
2025, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menectapkan Keputusan Perbekel
tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana  Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2025;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk.Il dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Negara
57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi
(Lembaran Dacrah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor
2);

9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020

Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027
(Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3);

1.Berita Acara Musyawarah  Desa  Nomor: 07/BPD

B.Seri/VI/2024, tertanggal 29 Juni 2024;
MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2025 kepada Perbekel dan;
mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun 2025 kepada masyarakat.
Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
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KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 1 Juli 2024
PERBEKEL BANYUSERI,

<7

I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.Camat Banjar di Banjar;
2.Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
3.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

4. Arsip.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 25 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. |IPUTU ARSANA KETUA
2. |I KETUT ARTA ARIAWAN,S.PD SEKRETARIS
3. |I MADE KARIAWAN, S.PD ANGGOTA
4. | PUTU KERTIASIH ANGGOTA
5. |IDA AYU KD DEA BERLIANA ANGGOTA
PUTRI
PERBEKEL BANYUSER]I,
I NYOMAN WITADA
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